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BAB I1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Integrasi Sosial Narapidana

1. Pengertian Integrasi Sosial
Pada teori retributif, tujuan pidana dipahami sebagai suatu pembalasan
ketika hukum dilihat sebagai cara untuk memuaskan nafsu karena kerugian dan
derita orang yang dirugikan. Lain hal dengan teori utilitarian yang memandang
hukuman sebagai sarana pencegahan kejahatan. Rehabilitasi menjadi sebuah
teori yang cenderung tidak menginginkan pembalasan dan terkesan lebih
manusawi. Namun, hal tersebut justru menimbulkan masalah. Hal itu
dikarenakan munculnya sikap masyarakat yang tidak dapat menerima proses
pembinaan narapidana karena masyarakat merasa tidak cukup melihat
narapidana itu disengsarakan. Teori integrative atau teori gabungan yang
dikemukakan oleh Muladi memiliki kategori tujuan pemidanaan kedalam
empat tujuan yaitu®!:
a. Pencegahan
Tujuan utama dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
adalah agar mencegah atau menghalangi pelaki tindak pidana dan
juga orang lain untuk melakukan kejahatab-kejahatab semacam

karena mencegah kejahatan lebih lanjut.

31 Petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitely. “Pidana Penjara Mau Kemana . Jakarta:CV
Indhill.co, 2007. Halaman 27-28
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b. Perlindungan masyarakat
Secara fundamenta, hal ini digambarkan sebagai kebijaksanaan
pengadilan untuk mencari jalan dengan pemidanaan agar
masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana.
c. Memelihara solidaritas masyarakat
Pemidanaan pada hal ini bertujuan agar tegaknya adat istiadat
masyarakat dan mencegah terjadinya pembalasan dendam
perseorangan.
d. Pidana bersifat pengimbangan
Pada hal ini, tujuan pemidanaan memberikan gambaran
bahwasanya pidana itu memiliki dua sisi yaitu sisi yang
menggambarkan keadilan yang adil bagi pelaku dan masyarakat
dan sisi lainnya menunjukkan adanya perlindungan bagi pelaku dari
tindakan balas dendam masyarakat, begitu pula masyarakat yang
terlindung dari perbuatan tidak adil yang mana pelaku menerima
pidana atas perbuatannya®2.
2. Integrasi dan Resosialisasi
Bentuk sosialisasi sekunder yang selalu dijumpai dalam masyarakat
adalah proses resosialisasi yang diawali dengan proses desosialisasi. Pada
proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan diri yang dimilikinya
sedangkan pada proses resosialisasi seseorang diberi satu diri yang baru.

Proses dari desosialisasi dan resosialisasi ini berkaitan dengan proses yang

32 |pid Halaman 28-29
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berlangsung yang dinamakan institusi total®s.

Seseorang yang mengalami perubahan status dari orang bebas,
kemudian tahanan dan akhirnya narapidana mula-mula mengalami
desosialisasi. Setelah menjalani proses yang cenderung membawa dampak
terhadap citra diri dan harga diri tersebut kemudian ia menjalani resosialisasi
yakni di didik untuk kembali bisa menerima atura dan nilai baru agar
memiliki pribadi yang sesuai dengan keinginan masyarakat3*,

Sesuai dengan makna dari resosialisasi tersebut, reintegrasi sosial
menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sakidjo yakni proses pembentukan
dari norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar dapat menyesuaikan diri
dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan®®. Resosialisasi
dan reintegrasi menekankan pada pengembalian seseorang yang pernah
melanggar norma hukum dan nilai sosial agar dapat menyesuaikan diri
dengan keinginan masyarakat.

3. Tahap Resosialisasi

Tahapan resosialisasi terdiri dari lima kegiatan menurut Pramuwito

yaitu®®:
a. Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat
Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan serta

mengembangkan keinginan masyarakat agar dapat menerima

33 Kamanto Sunarto. “Pengantar Sosiologi”. Jakarta: Lembaga penerbit FE Ul. 2004. Halaman 29

34 1bid Halaman 30

% Sakidjo dkk. “Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di

Daerah Rawan Konflik”. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002. Halaman 8-9
36 Pramuwito C. “Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial”. Yogyakarta: Departemen Sosial RI.
1996. Halaman 81-82
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kembali kehadiran para penyandang masalah yang telah selesai
melaksanakan rehabilitasi ditengah-tengah lingkungan sosialnya.
Bimbingan sosial hidup masyarakat

Tujuan dari kegiatan ini agar dapat meningkatkan kemampuan para
penerima pelayanan untuk bisa menyesuaikan diri dan melakukan
kegiatan-kegiatan pada kehidupan bermasyarakat.

Bimbingan pembinaan bantuan stimulan usaha produktif

Hal ini bertujuan sebagai bantuan modal usaha setelah menerima
pelayanan di lembaga. Cara pelaksanaannya adalah dengan
pemberian paket stimulan serta bimbingan yang bermanfaat dan
melalui latihan bimbingan kerja.

Bimbingan usaha atau kerja produktif

Tujuan dari kegiatan ini agar dapat menerapkan keterampilan usaha
atau kerja serta memanfaatkan bantuan stimulan dan
pengelolaannya guna terlaksana usaha dengan cara bimbingan
pemanfaatan pengelolaan stimulan dan melalui bimbingan
membuka usaha secara kelompok.

Penyaluran

Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menempatkan penerima
pelayanan pada lapangan kerja ataupun usaha yang sesuai dengan

keterampilan yang dimiliki.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Defenisi pidana dan pemidanaan
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Pada dasarnya, pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang
sengaja dikenakan atau dijatunkan kepada seseorang yang telah melakukan
suatu peerbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dikatakan
melakukan tindak pidana®’. Dwi Priyanto mengemukakan pendapatnya bahwa
hakikat dari pidana menyerukan untuk tertib. Hakikat dari pidana terdapat dua
tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian
konflik. Pada penyelesaian konflik terdapat perbaikan kerugia yang dialami,
perbaikan hubungan yang dirusak, dan pengembalian kepercayaan antar
sesama manusia®®,

2. Teori tujuan pembinaan
Salah satu tujuan dari hukum ialah dengan menjatuhkan pidana terhadap
seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada hukum pidana dikenal
beberapa teori mengenai penjatuhan pidana, yaitu terdapat tiga golongan®°:
a. Teori absolut
Pada teori ini, pidana merupakan sebuah akibat hukum yang mutlak
sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan
kejahatan. Andi hamzah menuturkan pendapatnya bahwa tujuan
pembalasan ini disebut juga sebgaai tujuan untuk emmuaskan pihak
yang dendam naik masyarakat maupun pihak yang dirugikan atau
menjadi korban. Sehingga pidana pada maknanya hanya untuk

memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

37 Sudarto. “Hukum Pidana I”. Semarang: FH UNDIP.1990. Halaman 5

38 Dwi Priyatno. “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”. Bandung: Rafka
Aditama.2007. halaman 8-9

39 Totib Setiady. “Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia”’. Bandung: Alfabeta. 2010.
Halaman 52
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Teori absolut memiliki dua sudut pandang yaitu sudut subjektif
yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat
salah dan sudut objektif yang pembalasannya ditujukan utnuk
memenuhi perasaab balas dendam masyarakat.

Teori relatif

Teori ini muncul sebagai reaksi atas keberatan terhadap teori
absolut. Menurut reori relatif, memidana bukan untuk memuaskan
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak
mempunyai nilai, tetapi hanya dianggap sebagai sarana untuk
melindungi kepentingan masyarakat.

Teori ini bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan dari
pidana adalah menjadi alat untuk meneyelenggarakan, emnegakkan
dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun
publik serta mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial
dalam bermasyarakat. Maka dari itu, agar terwujud diperlukan
pemidanaan, yam=ng mana menurut sifa dari pemidanaan sendiri
adalah menakuti, memperbaiki, dan membinasakan. Wirjono
Prodjodikoro tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi
rasa keadilan. Kemudian dia mengatakan bahwa tujuan hukum
pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan
tindak kejahatan maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah

melakukan tindak kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lain

40 Marlina. “Hukum Penitensier”.Bandung: Refika Aditama. 2011. Halaman 27-28
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kemudian hari dan untuk mendidik ataupu memperbaiki orang yang
suka melakukan kejagarab agar menajdi orang yang baik tabiatnya
sehingga bermanfaat bagi masyarakat*!

Van hamel menjelaskan bahwa prevensi khusus suatu pidana
adalah pidana harus memuat suatu unsusr yang menakutkan agar
mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak
melaksanakan niat buruknya. Kemudian pidana harus mempunyai
unsur memperbaiki terpidana dan pidana memiliki unsur
membinasakan penjahat yang tidaj mungkin diperbaiki serta tujuan
satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum®.
Teori relatif memiliki tiga asas tujuan utama pemidanaan yaitu
preventif, detterence dan reformatif. Tujuan preventif ialah untul
melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan
terpisah dari masyarakat. Tujuan detterence adalah untuk
menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan kembali baik sevata
individual maupun bagi publik. Tujuan reformatif adalah untuk
mengubah sifat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan
pengawasan sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan
kebiasaan dalam bermasyarakat.

Teori gabungan

Teori gabungan memiliki tiga golongan yaitu menitikberatkan

pidana pada pembalasan, menitiberatkan pidana pada pertahanan

LIISRIPUJ WERS] SE)ISIAI )

41 Pipin Syafrin. “Hukum Pidana di Indonesia”. Bandung: Pustaka Setia. 2008. Halaman 22
42 Adam Chazawi. “Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002. Halaaman 160
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ketertiban masyarakat dan menitiberatkan pidana sama baiknya
antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.
3. Tujuan pemidanaan
Tujuan dari suatu pemidanaan pada dasarnya terdapat tiga pokok
pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan
yaitu®:
a. Untuk dapat memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
c. Untuk membuat pelaku kejahatan menjadi tidak mampu untuk

melakukan kejahatan-kejahatan lain

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian narkotika

Narkotika merupakan semua bahan obat yang memiliki efek kerja yang
dapat membiuskan atau menurunkan kesadaran, merangsang meningkatkan
prestasi, emnagih ketergantungan dan halusinasi. Penyalahgunaan narkotika
dapat membahayakan eksistensi bangsa karna dapat meracuni jiwa seseorang.
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki
pengertian yaitu narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai
menghilangkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan.

2. Penyalahgunaan narkotika

4 Marlina. ”Hukum Penitensier”. Bandung:Refika Aditama.2011
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Secara etimologis, penyalahgunaan memiliki makna yaitu memakai hak
miliknya yang bukan pada tempatnya. Penyalahgunaan juga dapat diartikan
sebagai mempergunakan sesuati tidak sesuai dengan fungsinya*’. Besarnya
dampak dan bahaya yang dibawa oleh penyalahgunaan narkotika sehingga
dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantaea dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan
| dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.

000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).”

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dan

Warga Binaan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan®®. Kata lembaga muncul
pertama kali pada tahun 1963 yang mana kata tersebut dimaksudkan untuk
menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah untuk pembinaan
narapidana“®. Istilah pemasyarakatan menurut Sahardjo adalah tujuan pidana

penjara yaitu pemasyarakatan.

4 M. Ridha Ma’roef. “Narkotika Masalah Dan Bahayanya”. Jakarta: CV. Marga Djaya. 2006.
Halaman 9

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bab 1 pasal 1

46 Djisman Samosir. “Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan”. Bandung:Alfabeta.
2012. Halaman 128
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Lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai instansi terakhir dalam

pembinaan narapidana harus memperhatikan secara baik hak dan kepentingan

narapidana. Peran lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan

sangat strategis terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan sebelum

melakukan tindakan pidana dan melakukan pembinaan dibidang kerohanian

dan keterampilan lainnya®’.

2. Prinsip pokok pemasyarakatan

Ada beberapa prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan:

a.

Orang yang tersesat diayomo juga dengan cara memberikan
kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam
masyarakat

Menjalani pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari
negara

Tobat tidak dapat diselesaikan dengan cara penyiksaan namun
dengan melakukan bimbingan

Negara tidak berhak membuat seseorang terlihat lebih buruk atau
menjadi jahat daripada sebelum dia masuk ke lembaga

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana dapat
dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan
Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat
mengisi waktu atau hanya diberikan untuk peruntungan

kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja

47 |bid Halaman 129



suepu}-suepuy) Bunpurji(y 81di) ey

LIISRIPUJ WERS] SE)ISIAI )

g. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus sesuai dengan
pancasila
h. Tiap orang adalah manusa dan harus diperlakukan sebagai manusia
I. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan
3. Pengertian narapidana
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, narapidana diartikan sebagai terpidana yang sedang
menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut
Harsono narapida adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah
dimata hukum dan harus menjalani hukuman. Sedangkan Wilson mengatakan
bahwa narapidana merupakan manusia yang bermasalah kemudian dipisahkan
dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.
4. Hak narapidana
Narapidana pada dasarnya tetap memiliki hak yang harus dipenuhi
oleh negara, adapun beberapa hak yang dimiliki oleh narapidana di lembaga
pemasyarakatan adalah:
a. Melakukan ibadan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-
masing
b. Mendapatkan perawatan baik perawatan ya ng berkaitan dengan
rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan dan

makanan yang layak

29
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e. Dapat menyampaikan keluhan
f.  Memiliki bahan bacaan dan mengikiti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang
g. Mendapaytkan upah atau premi dari pekerjaan yang telah
dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang
tertentu
I. Mendapatkan remisi
J. Mendapatkan kesempatan utnuk berasimilasi termasuk cuti
mengunjungi keluarga
k. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
I.  Mendapatkan cuti menjelang ebbas
m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai denga peraturan perundang-
undanga yang berlaku
Untuk terjamin terselenggarakan hak-hak tersebut, selain diadakan ada
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang secara langsung
melaksanakan pembinaan, diadakan juga Balai Pertimbangan kepada menteri
mengenai  pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat
pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan warga
binaan pemasyarakatan disetiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan

berbagai sarana penunjang lainnya.
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E. Tahapan Sistem Pemasyarakatan Narapidana Pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan

Untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial, maka narapidana dapat
menajalani pembebasan bersyarat. Lembaga pemasyarakatan akan memberikan
pembinaan dengan program pembinaan dan keterampilan agar mereka dapat
kembali menjadi manusia sebagai makhluk sosial dengan menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan kembali tindak kejahatan
yang sebelumnya mereka lakukan.

Pembinaan merupakan bagian dari proses yang lakukan pada lembaga
pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan ialah suatu proses sejak awal seorang
narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan hingga nantinya kembali ke
tengah-tengah masyarakat. Proses pemasyarakatan terdiri atas empat tahapan
yaitu:

1. Tahap admisi dan orientasi

Masa pengenalan lingkungan akan diberikan ketika mereka menjadi
tahanan dan akan menjadi narapidana. Tujuannya adalah untuk
memberikan bekal pada narapidana agar dapat memenuhi hak dan
kewajiban serta wewenangnya selama di lembaga pemasyarakatan.
Pada tahapan ini, narapidana akan diberikan pengarahan tentang
lembaga pemasyarakatan, blok-blok kamar hunian, dan peraturan yang
berlaku. Tujuan dari hal tersebut adalah agar narapidana dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan.

2. Pembinaan kepribadian lanjutan

Tahapan ini menjadi tahapan lanjutan dari tahapan admisi. Narapidana
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setidaknya menjalani sekurang-kurangnya satu pertiga sampa satu
perdua dari masa pidana yang harus dijalani. Pada tahapan ini,
narapidana diberikan pembinaan kepribadian mental dan spiritual,
keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk
mendukung usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan
sesuai dengan bakat masing-masing dan keterampilan untuk

mendukung usaha pertanian.

. Asimilasi

Pada tahapan ini pembinaan dimulai dari masa dua pertiga masa
pidana. Hal ini didukung dengan penilaian dari tim pembina
pemasyarakatan mengenai kelayakan narapidana untuk diberikan
asimilasi. Kelayakan tersebut meliputi fisik, mental dan keterampilan.
Asimilasi merupakan salah satu bentuk reintegrasi sosial yang akan
diberikan kepada narapidana sesuai dengan syarat yang telah tercantum
dalam undang-undang. Selain itu, asimilasi juga sebagai lanjutan dari
pemberdayaan dan jembatan antara narapidana dengan lingkungan luar
sebelum mereka benar-benar bebas.

Asimilasi terbagi menjadi dua vyaitu asimilasi dalam lembaga
pemasyarakatan terbuka dan asimilasi dalam lembaga pemasyarakatan.
Tahap ini  memberikan pembinaan secara luas, tidak hanya
dilingkungan dalam pemasyarakatan tetspi juga membaur antara
narapidana dengan masyarakat tertentu. Ketika melaksanakan tahapan

asimilasi, narapidana akan diseleksi secara khusus oleh petugas
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lembaga pemasyarakatan dan terencana sesuai dengan prosedur yang
ada. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kegiatan narapidana yang

merugikan.

. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari pembinaan yang diberikan
untuk narapidana. Apabila pembinaan mulai dari tahapan orientasi
hingg asimilasi berjalan dengan baik dan masa pidana tehalh dijalani
dua pertiga maka narapidana akan diberikan pembebasan bersyarat dan
cuti menjelang bebas. Landasan hukum untuk pembebasan bersyarat
tercantum pada Pasal 15 Ayat 1 KUHP dengan bunyi “orang yang
dipidana penjara dapat dilepaskan dengan syarat apabila telah lalu dua
pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya dan juga sekurang-
kurangnya sembilan bulan daripada itu. Kalau orang yang dipidana itu
harus menjalani beberapa kali pidana penjara berturut-turut maka
dalam hal itu semua pidana dijumlahkan jadi satu”.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas akan
dilaksanakan oleh pengawasan langsung dari Balai Pemasyarakatan
dan tidak lagi oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Narapidana akan
menjalani sisa dari masa pidana atau satu pertiga masa pidana dirumah
dan narapidana tersebut tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan
diri ke balai pemasyarakatan.

Jika pada tahapan tersebut narapidana kembali melakukan tindak

pidana, maka narapidana tersebut harus kembali menjalani masa
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pidananya tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat yang diberlakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dengan Peraturat
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Dalam pasal 43A Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 berbunyi:

a. Pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara
serta kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang berat
termasuk kejahatan transnasional yang terorganisir harus memenuhi
persyaratan yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, telah
menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana atau paling
sedikit sembilan bulan, telah menjalani asimilasi paling sedikit satu
perdua dari sisa masa pidana yang wajin dijalani, telah menunjukkan
kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi
pidana.

b. Narapidana yang dipidana dalam tindak pidana narkotika dan prekursor
narkotka psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut hanya
berlaku kepada narapidana yang dipidana dengan penjara paling singkat
lima tahun

c. Kesediaan untuk bekerjasama sesuai dengan ayat 1 hurif a harus
dinyatakan dengan tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Adapun tahapan untuk program pembimbingan klien pemasyarakatan oleh
Balai Pemasyarakatan adalah:

a. Tahap awal satu pertiga dari masa bimbingan meliputi yuridis dan
administrasi yang berkaitan dengan pemeriksaan surat-surat yang sah
oleh balai pemasyarakatan setelah klien pemasyarakatan keluar dari
lembaga pemasyarakatan kemudian pencatatan registrasi dan
pengambilan sidik jari serta foto klien. Kemudian assesment dan
penyusunan untuk menggali permasalahan klien pemasyarakatan
mengenai kendala yang akan dihadapi klien setelah keluar dari lembaga
pemasyarakatan. Selanjutnya intervensi yang disdiakan oleh balai
pemasyarakatan berupa konseling. Dari konseling tersebut petugas dapat
mengetahui permasalahan yang menimpa klien dan membantu
penyelesaian. Kemudian rujukam pada lembaga yang sesuai dengan
permasalahan klien. Bimbingan kepribadian rutin juga diadakan oleh
balai pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi kepada para klien
pemasyarakatan sesuai dengan tema setiap jadwalnya. Monitoring dan
evaluasi juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien pemasyarakatan
untuk menyusun program lanjut sesuai dengan hasil yang sudah didapat.

b. Tahap lanjutan yaitu satu perdua dari masan pidana meliputi program
lanjutan yang sudah dijalankan sebelumnya kemudian bimbingan
kepribadian, bimbingan intelektual, bimbingan kemandirian, bimbingan
psikososial dan monitoring serta evaluasi.

c. Tahapan akhir yaitu dua pertiga dari masa pidana dengan intervensi dan
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program akhir dengan cara pengaplikasian apa yang telah didapat dari
bimbingan yang telah diberikan oleh balai pemasyarakata. Monitoring
dan evaluasi semua program yang dijalankan dari tahap awal hingga
tahap akhir apakah sudah sesuai dengan rencana kerja. Selanjutnya
sidang TPP yang diadakan oleh balai pemasyarakatan denga tujuan
untuk mengevaluasi apakah Kklien telah menjalani sesuai dengan
prosedur pembimbingan yang sudah tertera dan klien pemasyarakatam
tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali. Terakhir yaitu

prngakhiran bimbingan.

F. Teori Tentang Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pemidanaan memiliki tujaun agar masyarakat memahami
esensi dari hukum pidana. Franz VVon Liszt mengemukakan pendapatnya terkait
sifat dari pidana yaitu dengan konsep perlindungan terhadap kepentingan
melalui tindakan yang merugikan kepentingan itu sendiri. Selain itu, Hugo De
Groot menyatakan bahwa pada konteks tersebut, penderitaan yang timbul
akibat dari perbuatan jahat yang telah dilakukan®®. Berbagai pemikiran terkait
manfaat pidana melahirkan teori dan konsep dari pemidanaan yaitu*®:

1. Teori retributif

Teori ini juga disebut dengan teori pembalasan pidana. Dalam
sistem hukum pidana di Indonesia, tercantum mengenai pidana dalam

pasal 10 KUHP. Teori pembalasan pidana ini berfokus pada prinsip

® R. Soesilo. “Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada. 2011. Halaman 32

49 Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitetety. “Pidana Penjara Mau Kemana . Jakarta:
CVIndhill. 2007. Halaman 6-27
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pembalasan sebagai salah satu bentuk keadilan yang memberikan
hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman setimpal atas
kesalahan mereka.

Berdasarkan teori ini, hukuman dipandang sebagai sebuah
bentuk derita yang sengaja dilakukan. Tujuan utama dari teori
pembalasan pidana ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan dengan
cara memastikan bahwa pelaku tindak pidana menerima konsekuensi

yang setimpal atas tindakan mereka.

. Teori pencegahan kejahatan

Teori ini berfokus pada penggunaan hukuman sebagai alat untuk
membuat individu merasa takut akan konsekuensi yang mereka terima
dari tindak kejahatan yang telah dilakukan. Dengan harapan rasa takut
tersebut dapat mencegah mereka melakukan tindak kejahatan dimasa
depan.

Ide dasar terciptanya teori ini adalah bahwa hukuman yang telah
dijatuhkan tidak hanya memiliki tujuan untuk menghukum pelaku tetapi
juga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hukuman yang
diberikan tersebut diharapkan menciptakan sistem peradilan yang dapat
membuat efek pencegahan baik pada pelaku yang sudah dihukum
ataupun masyarakat secara umum. Sehingga mengurangi kemungkinan
terulangnya tindak kriminal. Dalam teori ini, hukuman berfungsi
sebagai sarana pencegahan dengan menekankan konsekuensi yang

serius bagi pelaku tindak kejahatan sehingga nantinya dapat
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mempengaruhi keputusan individu untuk tidak melakukan kejahatan.
3. Teori rehabilitasi
Teori ini memandang hukuman sebagai upaya untuk
memperbaiki perilaku melalui pelaksanaan pidana yang membatasi
kemerdekaan mereka bukan hanya hukuman badan. Dalam teori ini,
penjara berfungsi sebagai tempat untuk membatasi kebebasan para
pelaku tindak kejahatan dengan tujuan memperbaiki diri pelaku. Sistem
rehabilitasi juga bertujuan untuk menanamkan norma-norma sosial yang
berlaku di masyarakat dan membantu pelaku untuk berperilaku sesuai
dengan standar masyarakat. Oleh sebab itu, rehabilitasi bertujuan agar
pelaku tindak kejahatan dapat kembali menjadi anggota masyarakat
yang lebih baik dan patuh terhadap hukum.
4. Teori abolisionis
Teori ini muncul sebagai respon terhadap Kketidakpuasan
efektivitas sanksi pidana penjara yang dianggap kurang memadai dalam
mencapai rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Teori ini memiliki
argumen bahwa sistem pidana penjara menjadi refleksi dari pemikiran
hukuman, gagal dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan

terkadang malah memperburuk masalah sosial.

G. Teori Residivis

Pada hukum positif dijelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan secara
berulang disebut sebagai residivis. Tindakan seseorang yang melakukan tindak

pidana setelah sebelumnya melakukan tindak pidana dan telah dihumum dan
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mendapatkan keputusan hukum yang final atas tindak pidana lain. Hal tersebut
berarti seorang residivis merupakan individu yang sudah pernah menjalani
suatu tindak pidana dan kemudian melakukam kejahatan lainnya setelah
keputusan hukum yang bersangkutan telah menjadi final.

Ada beberapa sebab terjadinya pemberatan pidana bagi residivis yaitu
pelaku merupakan orang yang sama, terulangnya tindak pidana sebelumnya dan
telah dijatuhi hukuman pidana oleh keputusan hakim, pelaku sudah pernag
menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan dan pengulangan kejahatan terjadi
dalam waktu tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan ada dua
macam residivis yaitu residivis umum atau general recidive yang merujuk pada
seseorang yang dikategorikan sebagai residivis tanpa memperhatikan jenis atau
sifat perbuatan pidana yang diulanginya. Dalam hal ini fokusnya adalah fakta
bahwa individu tersebut telah melakukan tindak kejahatan lebih dari satu kali

meskipun tindak kejahatan yang dilakukan berbeda dari sebelumnya.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Tembilahan

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang cukup penting dalam sistem
peradilan pidana karena keberadaannya menentukan tujuan dari bagaimana sistem
peradilan pidana akan dibangun khususnya pada proses pembinaan bagi
narapidana. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1IA Tembilahan memilki
jumlah narapidana tindak pidana narkotika sebanyak 261 (dua ratus enam puluh
satu) orang.

Fungsi dari pemidanaan tidak hanya sekedar penjeraan tetapi juga menjadi

suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam
lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadi komponen terakhir dalah
sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu,
lembaga pemasyarakatan memiliki harapan yang harus ditegakkan dalam sistem
peradilan pidana. Harapan dan tujuan tersebut merupakan aspek pembinaan
terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam wawancara yang dilakukan
penulis dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan
mengenai bagaimana proses pembinaan narapidana yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan diketahui hal sebagai berikut:

“untuk proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 114
Tembilahan sama saja dengan lapas lainnya karena hal ini jelas mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang ada. Pembinaannya juga tidak jauh
berbeda dengan lapas lainnya secara yuridis sesuai dengan pelaksanaan
pembinaan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas. Ini mengacu pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, PP Nomor 31

Tahun1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan
pemasyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara
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pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, PP Nomor28 Tahun 2006
tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara
pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan” (Wawancara, 11 Mei 2026)

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam proses pembinaan
narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan sesuai
dan mengacu pada peraturan pemerintah yang ada. Hal tersebut begitu juga
pengimplementasian untuk lembaga pemasyarakatan lainnya. Setiap kegiatan
yang berkaitan dengan pembinaan tentu saja memiliki aturan dasar sebelum pada
akhirnya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan. Hasil
wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan
juga menjelaskan mengenai implementasi yang dilakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan mengenai pembinaan narapidana:

“untuk contoh implementasinya sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 114
Tembilahan itu untuk pembinaan warga binaan seperti kegiatan pembinaan
kepribadian dan pembinaan kemandirian seperti shalat, tadarus, kegiatan
pembacaan alqur’an untuk yang muslim sedangkan non muslim seperti kegiatan
ibadah yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada di lapas ini.” (Wawancara, 03
Maret 2026)

Kasi bindadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan memberikan
salah satu contoh dari implementasi dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1999 mengenai pembinaan dan pembimbingan kemandirian. Hal tersebut
sudah diketahui telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1A
Tembilahan dengan berbagai kegiatan pembinaan spiritual. Hasil dari observasi
lapangan dan kegiatan-kegiatan yang di sebarkan di media sosial Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga diketahui bahwa narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sering melakukan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan spiritual seperti kegiatan pesantren yang selalu

rutin dilaksanakan, tahsin Qur’an, mengikuti kegiatan kebaktian, acara tabliq
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akbar dan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam pengimplementasian pembinaan dan pembimbingan kepribadian tersebut
telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Tembilahan. Kemudian
Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan juga menjelaskan
mengenai pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu:

“pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara juga kami terapkan disini ya
seperti warga binaan selalu mengikuti dan melakukan upacara hari-hari besar
nasional yang diadakan di lapas hal ini kan supaya warga binaan memiliki
kesadaran lah dan kecintaan terhadap bangsa dan negara ini” (Wawancara, 03
Maret 2026)

Wawancara tersebut menjabarkan bagaimana bentuk dari implementasi di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan untuk kegiatan pembinaan yang
berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah dilaksanakan.
Salah satu bentuknya adalah narapidana diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan
upacara dalam rangka peringatan-peringatan hari nasional denga tujuan untuk
dapat mendidik mental warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I11A
Tembilahan untuk selalu berdisiplin dan selalu mempunyai rasa cinta terhadap
bangsa dan negara. Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Tembilahan
juga memberikan penjelasan mengenai pembinaan kemandirian yang dilakukan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan yaitu:

“pembinaan kemandirian ini lebih kepada untuk membentuk keterampilan
mandiri bagi warga binaan ya. Ini dipersiapkan untuk warga binaan agar kalau
seandainya sudah bebas mereka memiliki bekal keterampilan baik yang memang
sebelumnya sudah dimiliki atau yang dikembangkan ketika di lapas. Kegiatan-
kegiatannya banyak ya seperti pertukangan, pertanian, menjahit, atau industri
kecil-kecilan lainnya” (Wawancara, 10 Mei 2026)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan beberapa kegiatan dari pembinaan yang

berkaitan dengan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IA
Tembilahan. Pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk menjadi bekal nantinya
ketika narapidana dinyatakan bebas da kembali membaur dengan masyarakat.
Keterampilan itulah yang bisa dikembangkan oleh narapidana untuk menjadi
modal usaha atau reintegrasi sosial. Dari hasil wawancara dan observasi, ada

banyak keterampilan yang dapat dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan
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Kelas IIA Tembilahan seperti keterampilan pertukangan yang hasilnya dapat
diedarkan dipasaran. Atau kegiatan keterampilan yang menyangkut seni dan hasil
dari keterampilan tersebut sudah pernah mengikuti pameran di Musabagah
Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Riau yang diadakan di Taluk Kuantan.
Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk hasil dari pembinaan keterampilan
warga binaan juga dapat dikenalkan ke masyarakat luas. Demikian berarti bahwa
meskipun tidak memiliki hak bebas seperti sebelumnya, narapidana tetap dapat
berkarya dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan berkaitan dengan pertanian dan
perternakan juga menjadi hal yang patut di soroti. Hal ini dikarenakan, hasil dari
produk warga binaan tersebut juga memiliki dampak nilai ekonomi. Seperti hal
nya kegiatan pembinaan kemandirian berkaitan dengan pertanian di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, dari hasil observasi yang dilakukan
penulis salah satu bentuk dorongan kepada warga binaan pemasyarakatan melalui
pembinaan kemandirian ini seperti kolam budidaya ikan dan menanam berbagai
jenis sayuran seperti kangkung.

Ada banyak jenis pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan. Keterampilan-keterampilan itu disiapkan
untuk warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan skill yang
telah dimiliki. Hasil wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1A Tembilahan mengenai bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap
narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan
adalah sebagai berikut:

“secara umum tidak ada perbedaan ya untuk perlakuan ataupun mekanisme
dari pembinaan di lapas ini untuk semua jenis narapidana. Tetapi memang untuk
narapidana dengan pidana narkotika lebih kami fokuskan ke pembinaan
kemandirian. Ya supaya narapidana narkotika yang sudah kecanduan itu lebih
mempu mengontrol diri dengan berbagai aktivitas pembinaan disini”(\Wawancara
03 Maret 2026)

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada narapidana narkotika memang

lebih difokuskan kepada kegiatan pembinaan kemandirian. Hal tersebut memiliki

tujuan agar narapidana narkotika yang sudah kecanduan obat-obatan terlarang
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tersebut dapat pulih dan mampu melakukan aktivitas normal setelah nantinya
keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1IA Tembilahan
pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan. Namun, karena memiliki kompleksitas yang sangat tinggi
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para narapidana maka dalam
pembinaan narapidana hendaknya dilakukan lebih spesifik dan perlu kerja sama
dengan pihak instansi terkait secara intensif dan komprehensif.

Pada wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A
Tembilahan mengenai bagaimana perencanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan untuk pembinaan narapidana,
diketahui sebagai berikut:

“Kami melakukan rapat setiap enam bulan sekali dengan agenda untuk
melihat apakah ada yang perlu diperbaiki dalam kurun waktu enam bulan
tersebut dan hal tersebut dilakukan agar pembinaan benar-benar bermanfaat
bagi narapidana dan dapat merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik
lagi” (Wawancara 03 Maret 2026)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa evaluasi selalu dilakukan oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam hal pembinaan
narapidana. Hal tersebut bertujuan agar pembinaan narapidana disesuaikan dengan
proses dan tahapan pembinaan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya.
Adapun tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah agar membentuk warga binaan
pemsyarakatan ~menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali tindak pidana nya.

Pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan dilakukan dengan langkah awal yaitu asesmen untuk menentukan
langkah awal yang berkaitan dengan bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki
oleh narapidana narkotika. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan strategi
demand reduction serta meningkatkan kualitas hidup warga binaan
pemasyarakatan khusunya bagi pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan
korban penyalahguna narkotika. Ketika asesmen dilakukan denga tepat sasaran
maka hal tersebut diharapkan agar narapidana narkotika dapat lebih berfokus pada

kegiatan pembinaan yang mengasah keterampilan, minat dan bakat mereka
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sehingga dapat berangsung mengurangi kebutuhan zat narkotika. Kegiatan-
kegiatan yang positif sangat diperlukan bagi narapidana narkotika.

Untuk mencapai tujuan tersebut narapidana diwajibkan untuk mengikuti
program-program pembinaan yang telah di tetapkan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Tembilahan sejak mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Tembilahan hingga bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan. Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I1A Tembilahan dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan awal meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian yang

memiliki beberapa program yaitu:

a. Masa pengenalan lingkungan
Pada tahapan ini merupakan tahapan awal yang harus dijalani oelh
narapidana narkoba setelah mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1IA Tembilahan. Pada program ini, narapidana kurang lebih
menjalani masa pengenalan lingkungan selama tiga puluh hari. Pada
tahapan ini, narapidana narkoba akan mendapatkan pembekalan
mengenai kehidupan di lembaga pemasyarakatan yang mencakup tata
tertib, peraturan, hak, kewajiban dan larangan serta sosialisasi
mengenai program pembinaan dan sosialisasi blok hunian. Teruntuk
narapidana residivis narkotika juga tetap menjalani program sesuai
dengan apa yang telah di susun dan rencanakan sebelumnya.

b. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan
Pada tahapan pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan ini,
narapidana diharapkan untuk tetap memiliki pengetahuan serta
kemampuan berfikir yang meningkat. Hal ini juga dapat menunjang
kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IA Tembilahan. Pembinaan
intelektual ini  bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
mengembangkan fungsi intelektual dari narapidana. Dari wawancara

yang dilakukan bersama Kasubsi Bimkemaswat mengenai apa saja
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bentuk pembinaan intelektual yang dilakukan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa jenis kegiatan yang kami lakukan ya untuk pembinaan
intelektual ini. Ya kegiatan seperti baca buku dari perpustakaan
keliling yang selalu rutin dilakukan. Ada juga program ‘Kejar’
namanya itu singkatan dari kelompok ajar. Program itu untuk warga
binaan yang belum menyelesaikan pendidikan dan akan dilakukan
lanjutan pendidikan sepeti ikut Paket A,B,C. Jadi mereka disini tidak
semata hanya menjadi tahanan saja, hak-hak mereka tetap kami
penuhi” (Wawancara 10 Mei 2026)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dan observasi penulis diketahui

bahwa pembinaan intelektual telah berjalan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pada pembinaan ini, yang
dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan adalah
dengan menyediakan perpustakaan keliling sehingga narapidana tetap
dapat membaca buku-buku yang ada dan tersedia di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I1A Tembilahan. Selain perpustakaan keliling,
warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A
Tembilahan juga memiliki kesempatan dan hak untuk melanjutkan
pendidikan mereka dengan program yang disebut Program Kejar atau
singkatan dari progra kelompok ajar. Program ini memberikan
kesempatan kepada warga binaan untuk tetap dapat melanjutkan
pendidikannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1I1A Tembilahan.
Pendidikan ini berupa Sekolah Paket A,B,C. Untuk program ini
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Tembilahan bekerja sama dengan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bandar Yaman (PKBM Bandar
Yaman).

Pembinaan keagamaan

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketagwaan
terhadap tuhan yang maha esa sehingga narapidana dapat menyadari
hal-hal dari perbuatannya yang salah. Agama menjadi pedoman hidup
yang diberikan oleh tuhan kepada manusia dengan tujuan agar manusia
dalam hidupnya dapat mengerjakan kebaikan dan meninggalkan
keburukan. Jika narapidana memiliki kesadaran terhadap agama maka
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dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam narapidana bahwa apa
yang telah mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak
baik.

Hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Bimkemaswat menjelaskan
mengenai pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I1A Tembilahan yaitu:

“Pembinaan keagamaan di lapas menjadi salah satu yang penting. Hal
ini menjadi salah satu pembinaan yang dapat meningkatkan keimanan
dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak ya
kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan keagamaan ini seperti
kalau bulan ramadhan biasanya ada kegiatan tadarus, shalat tarawih
berjamaah, mendengarkan ceramah agama. Kslau di hari-hari biasa
ada kegiatan pesantren yang diisi dengan kegiatan tahsin Qur’an,
pembelajaran mengenai tajwid, shalat. Kslau untuk kegiatan agama
nasrani biasanya seperti mengikuti hari kebaktian” (Wawancara 10

Mei 2026)
Dari hasil wawnacara tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak

kegiatan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I1A Tembilahan .Ada beberapa bentuk kegiatan keagamaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dengan agama masing-
masing. Untuk kegiatan keagamaan bagi muslim seperti kegiatan rutin
pesantren, pembelajaran tajwid dan pembacaan al-qur’an, shalat
berjamaah dan tadarus. Untuk kegiatan keagamaan non muslim seperti
mengikuti kegiatan kebaktian.

Pemberian pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
1A Tembilahan memiliki metode berkelompok atau bersama. Kegiatan
ini harus dan wajib diikuti oleh seluruh narapidana tanpa terkecuali. Hal
ini dikarenakan kegiatan pembinaan keagamaan ini memiliki harapan
agar narapidana dapat berubah menjadi lebih baik.

Pembinaan jasmani

Pembinaan jasmani memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan dan
kebugaran narapidana narkoba sekaligus mengasah bakat-bakat yang
dimiliki oleh narapidana dibidang olahraga. Kegiatan pembinaan

jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan seperti
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senam pagi bersama, kegiatan permainan bola voli, tenis meja dan bulu
tangkis. Dalam wawancara bersama Kasubsi Bimkemaswat Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan menjelaskan bahwa:

“lya, disini para narapidana tetap diberikan pembinaan jasmani
berupa kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan yang biasa
dilakukan di lapas. Kalau untuk olahraga biasanya para narapidana
bisa melakukan olahraga bola voli, senam pagi pasti ada minimal
sekali sebulan, tenis meja dan olahrga lainnya. Untuk pemeriksaan
kesehatan juga biasanya kami lakukan bersama dengan klinik pratama
yang ada lapas dan terkadang juga bekerjasama dengan puskesmas
setempat” (Wawancara 10 Mei 2026)

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, warga

binaan melakukan kegiatan olahraga setiap hari sesuai dengan minat
dan bakat yang dimiliki. Kegiatan-kegiatan positif tersebut juga
bertujuan agar narapidana memiliki aktivitas seperti biasa tanpa
mengurangi kegiatan mereka seharusnya.

Sedangkan pembinaan jasmani berupa pemeriksaan kesehatan juga
dilakukan seperti layanan pengobatan warga binaan pemasyarakatan
yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga binaan
selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IA
Tembilahan. Selain itu, biasanya juga dilakukan pengecekan kesehatan
rutin seperti cek darah, kolestrol dan lainnya bersama dengan klinik
pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Skirining
kesehatan juga dilakukan bersama dengan Puskesmas setempat.
Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kesehatan
dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Tembilahan benar-
benar di realisasikan tidak hanya bekerja sama dengan klinik pratama
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tetapi
juga dengan pihak ketiga seperti puskesmas.

Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum yang dimaksud adalah dengan
memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan agar narapidana
memiliki kesadaram hukum yang tinggi. Hal ini juga bertujuan agar
narapidana mengetahui hak, kewajiban yang mereka miliki. Sesuai
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dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubsi Bimkemaswat
yaitu:

“Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan disini ya, kami selalu
memberikan penyuluhan menegnai hukum kepada seluruh narapidana.
Ini juga terkadang bekerja sama dengan LSM” (Wawancara 10 Mei
2026)

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis diketahui

bahwa pembinaan kesadaran hukum telah dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pembinaan tersebut berupa
pembinaan dan penyuluhan hukum teruntuk narapidana. Pembinaan
keasadaran hukum ini juga terkadang melibatkan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) terkait.
Pelatihan keterampilan dan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1IA Tembilahan diberikan dalam beberapa
bentuk keterampilan seperti kursus pertukangan dan pelatihan berupa kerajinan
tangan. Pelatihan tersebut memiliki kegunaan bagi narapidana untuk nantinya
kembali ke masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi
Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan yaitu:

“Pelatihan keterampilan ini bertujuan agar nanti narapidana ketika bebas
memiliki kemampuan dan dapat mencari pekerjaan kembali sesuai dengan
keterampilan yang telah mereka miliki dan asah selama di lapas” (Wawancara 03

Maret 2026)
Selain pembinaan yang diberikan oleh pegawai di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan narapidana juga mendapatkan pembinaan
yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berupa
bimbingan keterampilan dan ceramah agama. Adapun beberapa pembinaan
keterampilan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan
yaitu sebagai berikut:
a. Pembinaan pertukangan, perbengkelan dan pengelasan
Pembinaan ini diikuti oleh narapidana laki-laki di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Kegiatan ini bertujuan agar
para narapidana memiliki keterampilan berkaitan dengan pertukangan,
perbengkelan dan pengelasan. Hasil dari keterampilan mereka nantinya
diperjualbelikan di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas
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IIA Tembilahan dan nantinya akan ada pembagian hasil kepada para
narapidana yang telah melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu,
terkadang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1IA Tembilahan bekerja
sama dengan pihak ketiga yang sekiranya membutuhkan hasil karya
dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan
untuk proyek tertentu.
b. Pembinaan kerajinan tangan dan menjahit
Pembinaan kemandirian lainnya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Tembilahan adalah kerajinan tangan dan menjahit. Ada
berbagai macam hasil dari pembinaan kemandirian ini, seperti lukisan
kaligrafi, bunga plastik, karikatur, dan masih banyak lagi. Selain itu
karya warga binaan lainnya seperti tas rajut, dompet rajut dan baju
hasil dari karya warga binaan. Hasil karya ini sudah sering di
perjualbelikan dengan pihak ketiga dan juga pernah mengikuti
pameran untuk kegiatan MTQ tingkat Provinsi Riau di Taluk Kuantan.,
c. Pembinaan Pertanian dan Peternakan
Pembinaan ini meliputi kegiatan tanam-menanam dan budidaya ikan
atau memelihara ayam. Kegiatan tersebut dilakukan oleh warga binaan
pemasyarakatan dengan bimbingan dari pegawai Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Adapun beberapa jenis
pembinaan pertanian seperti penanaman kangkung, cabe, dan pepaya.
Sedangkan untuk peternakan seperti pengembang biakan ayam petelur,
budidaya ikan lele, dan budidaya ikan nila. Produk hasil dari
pembinaan ini juga dipasarkan di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I1A Tembilahan.
2. Tahapan lanjutan
Pembinaan tahapan lanjutan dapat dikatakan sebagai pembinaan kehidupan
sosial kemasyarakatan dengan tujuan agar mantan narapidana narkoba dapat
diterima kembali pada lingkungan masyarakat dan menghilangkan citra buruk.
Untuk mencegah penolakan yang terjadi di masyarakat, maka perlu diadakan

asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga serta
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organisasi-organisasi kemasyarakatan. Hal ini juga dijelaskan pada wawancara
dengan Kasubsi Bimkamaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan
yaitu:

“Kunjungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang-orang tertentu itu
sebenarnya bertujuan agar warga binaan tidak merasa terasing dari dunia luar.
Mereka tetap memiliki hak untuk bertemu dan berbaur kembali dengan
keluarganya” (Wawancara 10 Mei 2026)

Adanya asimilasi yang dilakukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1A Tembilahan menjadikan narapidana mulai kembali belajar berbaur ke
dalam masyarakat. Untuk hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan memiliki jadwal kunjungan narapidana dengan kasus pidana
narkotika memiliki jadwal setiap hari rabu dengan durasi setiap kunjungan adalah
lima belas menit.
3. Tahap Akhir
Tahapan ini meliputi tahapan integrasi. Integrasi sosial menjadi salah satu
proses dari hasil kehidupan sosial yang menjadi alat untuk mencapai tujuan dalam
kehidupan bermasyarakat. Integrasi sosial ini dapat terjadi dengan adanya
kerjasama antara individu, keluarga dan lembaga. Sesuai dengan hasil wawancara
yang dilakukan dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IA
Tembilahan yaitu:

“Sebenarnya tahapan akhir ini menjadi salah satu poin penting bagi warga
binaan, bagaimana mereka kembali ke masyarakat tanpa merasa terkucilkan.
Untuk itu semua pembinaan yang dilakukan disini ya pada akhirnya untuk mereka
kembali ke masyarakat” (Wawancara 10 Mei 2026)

Sasaran yang akan dicapai ketika narapidana telah selesai melaksanakan

hukumannya dan kembali ke masyarakat adalah agar keahlian atau keterampilan
yang mereka dapatkan selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan
ini berguna untuk kembali menyambung kehidupan mereka di masyarakat.
Keterampilan tersebut juga dapat menjadi bekal mereka dalam membuka usaha
atau mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

Dari program yang telah dilakukan oleh narapidana diharapkan tidak hanya
sekedar pembinaan mental dan spiritual belaka namun dapat meningkatkan
kualitas akhlak narapidana tetapi juga meningkatkan keterampilan yang dimiliki

oleh narapidana. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu narapidana
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residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan mengenai
apa saja yang diterimanya ketika masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A
Tembilahan:

“Awal saya masuk yang pastinya saya dikasih pengenalan lingkungan
walaupun sebelumnya saya pernah menjalankan hukuman juga tetapi ketika
kemarin masuk kembali prosedur nya tetap sama. Saya diberitahu mengenai
kegiatan pembinaan, blok hunian, aturan-aturan yang ada. Kemudian nanti ada
asesmen juga untuk rehabilitasi biasanya. Kemudian nanti saya mengikuti
kegiatan pembinaan keterampilan yang saya minati disini. Kalau untuk sekarang
saya mengikuti pembinaan keterampilan di pertukangan. Banyak kegiatan yang
dilakukan disini yang berfokus kepada spiritual dan kegaiatan positif lainnya”
(Wawancara 15 Mei 2026)

Dari penturan hasil wawancara tersebut kita ketahui bahwa untuk

pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan tidak memiliki perbedaan dengan
pembinaan narapidana lainnya. Hal tersebut tetap sesuai dengan prosedur dan
mekanisme yang ada sebelumnya. Hal tersebut dimulai dari masa pengenalan
lingkungan dan tahapan-tahapan selanjutnya.

Pembinaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap potensi
pertumbuhan tingkat kejahatan. Hal ini berkaitan bagaiamana pembinaan tersebut
berhasil di implementasikan kepada pihak yang bersangkutan dan dapat menekan
tingkat kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh narapidana narkotika. Akan
tetapi, jika program pembinaan tidak mampu diterapkan dan berjalan sebagaimana
mestinya maka peluang narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana
atau residivis.

Residivis menjadi alasan untuk memperberat pemidanaan terhadap pelaku
pengulangan tindak pidana dengan memberikan hukuman sebanyak satu pertiga
dari maksimal ancaman hukuman pidananya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A
Tembilahan memberikan seluruh pembinaan kepribadian sebagai salah satu
bentuk program pembinaan yang menitikberatkan dengan upaya membangun
kesadaran dalam diri narapidana.

Selain memberikan program pembinaan yang sesuai dengan program yang
dibutuhkan oleh narapidana, ada pula dukungan partisipasi, peran, bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak dalam pembinaan terhadap narapidana Lembaga



duepu)-suepu) Bunpuii(y ©3di) yey

JRIpU] WES] Se)ISIdAI)

u

Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Hal tersebut untuk memaksimalkan peran
lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan teruntuk narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga melakukan program
rehabilitasi dan reedukasi teruntuk narapidana terutama narapidana narkotika.
Pada umumnya, porgram ini tetap diikuti oleh seluruh warga binaan
pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Namun,
program ini juga dititik beratkan kepada narapidana dengan pidana narkotika.
Program ini disalurkan melalui bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan
bersama dengan klinik pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II1A Tembilahan.
Hasil wawancara dengan Kasubi Bimkemaswat menjelaskan mengenai program
ini yaitu:

“Program rehabilitasi dan reedukasi itu mempunyai tujuan tersendiri ya,
walaupun diikuti oleh seluruh narapidana tanpa terkecuali namun tetap fokus
kami juga kepada narapidana dengan kasus pidana narkotika. Program ini
bekerjasama dengan klinik di lapas. Sasaran program ini ya untuk rehabilitasi
bagi narapidana pengguna narkotika dan reedukasi bagi narapidana non-

narkotika” (Wawancara 10 Mei 2026)
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sasaran dari program ini

adalah untuh rehabilitasi bagi narapidana narkotika dan edukasi teruntuk
narapidana non-narkotika. Langkah awal asesmen ini juga untuk mengetahui
kondisi kesehatan narapidana maupun residivis pidana kasus narkotika. selain itu,
pembinaan narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A
Tembilahan dilakukan dengan cara asesmen untuk menentukan pula bakat dan
keterampilan agar narapidana narkotika dapat ditempatkan pada program
pembinaan keterampilan yang tepat.

Rehabilitasi narkotika menjadi salah satu pembinaan yang dilakukan untuk
narapidana narkotika maupun narapidana residivis narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan. Rehabilitasi ini merupakan bagian dari
peroses pembinaan dan perawatan kesehatan bagi narapidana. Layanan
rehabilitasi ini terintegrasi dengan layanan kesehatan yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan.

Adapun tahapan dari proses rehabilitasi narapidana narkotika maupun

residivis narapidana narkota di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan
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yaitu dengan tahapan informasi awal. Pada tahapan informasi awal ini, narapidana
yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan akan
diberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan layanan rehabilitasi
yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan. Informasi awal
ini menjadi bagian dari proses tahapan masa pengenalan lingkungan. Informasi
awal ini mencakup pada pengenalan dampak buruk narkoba, pengenalan layanan
kesehatan dan rehabilitasi narkoba yang tersedia dan penyakit penyerta akibat
penyalahgunaan narkoba.

Tahap kedua vyaitu skrining. Kegiatan skrining ini dilakukan agar
mengerahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat resiko
penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan skrinning ini dilakukan oleh dokter dan
perawat yang ada di klinik pratama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan. Skrinning ini meliputi tes urin kepada narapidana narkotika maupun
residivis narapidana narkotika. Tes urin narkoba digunakan untuk
mengidentifikasi jenis zat seperti morfin, alkohol, kokain, ampetamin dam
marijuana.

Hasil yang di dapat dari skrinning tersebut nantinya akan memuat informasi
yang berkaitan dengan tingkat resiko penyalahgunaan narkoba. Ada tiga tingkatan
resiko dari hasil skrinning tersebut yaitu, narapidana dengan hasil skrinning yang
menunjukkan tingkat resiko ringan akan diberikan edukasi berkaitan dengan
bahaya dan resiko penyalahgunaan narkoba. Narapidana dengan hasil skrinning
menunjukkan tingkat resiko sedang akan diberikan konseling, adiksi dan asesmen
rehabilitasi. Narapidana dengan hasil skrinning menunjukkan tingkat resiko berat
akan dilakukan asesmen rehabilitasi.

Tahapan ketiga yaitu assesmen rehabilitasi narkoba. Tahapan ini dilakukan
ketika telah memperoleh informasi dari hasil skrinning. Tahapan assesmen
rehabilitasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk mendapatkan
gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam kepada narapidana secara
komprehensif baik saat memulai masa tahanan, menjalani masa tahanan hingga

selesainya masa rehabilitasi.
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Assesmen rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari
narapidana mengenai permasalahan yang dihadapi oleh narapidana berkaitan
dengan penyalahgunaan narkotika. Kemudian mengkaji masalah medis, menggali
data dan informasi berkaitan dengan identitas narapidana baik mengenai keluarga
dan lingkungannya. Semua data tersebut digunakan untuk mencari latarbelakang
penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan narkotika. Setelah itu, akan
dilakukan penyusunan rencana dan memberikan umpan balik.

Assesmen rehabilitasi ini dilakukan oleh tim assesmen rehabilitasi yang
sebelumnya telah mengikuti pelatihan khusus. Tim assesmen rehabilitasi ini
terdiri dari dokter, psikolog, perawat, dan petugas bagian terkait untuk membuat
assesmen narkoba. Pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk membuat
penelitian kemasyarakatan agar mendukung keberhasilan dari pemberian layanan
rehabilitasi narkoba. Kegiatan assesmen rehabilitasi ini juga meliputi perawatan
kesehatan umum, perawatan kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba,
pembinaan mental dan spiritual.

Tahapan keempat yaitu rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis diberikan
oleh klinik pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan dan Rumah
Sakit Umum Daerah. Pelaksanaan rehabilitas medis juga mengikutsertakan

psikolog, pekerja sosial dan rohaniawan.

B. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme
dan prosedur yang dimiliki. Meskipun pembinaan narapidana tersebut telah
dilakukan agar potensi yang dimiliki oleh narapidana dapat dikembangkan ke arah
yang lebih baik sebagai langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih produktif.
Akan tetapi, dalam mewujudkan tujuan tersebut belum dapat sepenuhnya
terimplementasi secara baik dan berkesinambungan karena ada hambatan-

hambatan yang dihadapi. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam
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pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I1A Tembilahan yaitu:
1. Kelebihan kapasitas (overcrowding)

Kelebihan kapasitas ini merupakan salah satu hambatan paling dasar yang
dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Kelebihan
kapasitas ini menjadi isu yang masih dihadapi oelh berbagai lembaga
pemasyarakatan di Indonesia. Hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan dari
fungsi pembinaan narapidana.

Dengan kapasitas yang tidak sesuai dengan daya tampung Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menjadikan efektivitas dari pelaksanaan
pembinaan terhadap narapidana sedikit kurang optimal. Hal tersebut juga
menghambat penerapan standar pembinaan yang sesuai dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Hal tersebut
dikarenakan, kelebihan kapasitas ini dapat memicu pencampuran residivis dengan
narapidana baru yang mana hal tersebut berpotensi untu mentransfer nilai
kriminal.

Kondisi kelebihan kapasitas ini menyebabkan keterbatasan ruang yang
dapat dipergunakan untuk menunjang berbagai kegiatan pembinaan. Oleh karena
itu, pelaksanaan program pembinaan menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan
kapasitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan.
Berdasarkan dari hasil observasi penulis, diketahui bahwa meskipun adanya
kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan namun
tidak menyebabkan terhentinya kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap
narapidana. Semua program pembinaan tetap dilaksanakan sesuai dengan kondisi
aktual dan menyesuaikan kondisi.

Oleh karena itu, kelebihan kapasitas ini tidak mempengaruhi jalannya
program pembinaan namun bagaimana program-program pembinaan Yyang
dijalankan tersebut berjalan dengan efektif dan menjangkau seluruh warga binaan
pemasyarakatan dengan kondisi daya tampung yang melebihi kapasitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa

seluruh program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sebelumnya telah
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dijelaskan terimplementasi dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A
Tembilahan. Untuk itu meskipun dengan hambatan kelebihan kapasitan, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan tetap berupaya untuk menjalankan fungsi
pembinaan sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Menurut penulis, dari hasil observasi yang dilakukan, dampak dari
kelebihan kapasitas ini tidak berdampak pada jalannya pelaksanaan program
pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan
tetapi mempengaruhi intensitas dan efektivitas warga binaan pemsyarakatan
terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut.

Pada kondisi idealnya, pelaksanaan pembinaan kepribadian dan mandiri
tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan secara formal tetapi juga
membangun perubahan sikap, perilaku dan Kkesadaran warga binaan
pemasyarakatan melalui proses pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan.
Namun, banyaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas menyebabkan
petugas menghadapi tantangan berupa keterbatasan dalam melakukan
pendampingan dan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh warga binaan
pemasyarakatan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dengan adanya kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mempengaruhi terhadap penggunaan
fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan. Sarana
dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11A Tembilahan
sebenarnya sudah hampir mumpuni, namun dengan banyaknya jumlah narapidana
tidak sesuai dengan daya tampung sehingga sarana dan prasarana yang ada tidak
mampu menunjang keseluruhan narapidana.

Sarana prasarana yang menunjang mampu meningkatkan dampak dari
pembinaan terhadap narapidana residivis. Namun, jika sarana dan prasarana yang
dimiliki seadanya, maka itu dianggap hanya sebagai formalitas bagi narapidana
residivis dan menurunkan minat mereka dalam memperdayakan sarana dan

prasarana yang ada. Dari hasil penelitian yang dilakukan, sarana dan prasarana
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yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah tersedia
namun hal tersebut juga dilihat dengan tolak ukur jumlah kapasitas yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Dengan kapasitas tersebut,
efektivitas pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan tidak berjalan semaksimal mungkin.

3. Karakteristik Narapidana Residivis yang resisten

Secara psikologis, karakteristik narapidana residivis lebih cenderung keras,
manipulatif dan sulit diarahkan. Efek jeranya terhadap hukum juga menurun
dikarenakan sudah beradaptasi dengan lingkungan penjara pada tindak pidana
sebelumnya. Meskipun hal ini tidak terjadi pada keseluruhan narapidana residivis.
Namun Kkarakteristik sangat mempengaruhi dengan pelaksanaan pembinaan
narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan.

Karakteristik narapidana menentukan apakah program pembinaan tersebut
berhasil diterapkan ke individu masing-masing. Karakteristik tersebut juga
menentukan bagaimana metode dan efekyivitas dari setiap program pembinaan.
Pengalaman yang telah didapatkan oleh narapidana residivis pada tindak pidana
sebelumnya membuat mereka merasa lebih meremehkan kegiatan pembinaan
yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I|A Tembilahan.

4. Faktor lingkungan dan ekonomi

Tingginya angka dari residivis narapidana narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menunjukkan adanya faktor eksternal
yang mempengaruhi kenapa tindak pidana tersebut terjadi secara berulang. Faktor
lingkungan di masyarakata pasca bebas memiliki pengaruh terhadap terjadinya
pengulangan tindak pidana. Stigma sosial dengan label ‘mantan napi’ terkadang
membatasi akses pekerjaan legal.

Hal tersebut membuat klien pemasyarakatan yang sebelumnya telah bebas
kembali melakukan tindak pidana berulang dan kembali mendapatkan pembinaan
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1IA Tembilahan. Lingkaran yang saling
memiliki pengaruh tersebut akan sulit dilakukan pembinaan. Hal tersebut
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dikarenakan faktor lingkungan dan ekonomi membuat mereka tidak memiliki
akses pekerjaan legal dan pada akhirnya tetap melakukan tindak kejahatan.
5. Permasalahan administrasi

Faktor administrasi memegang permasalahan yang cukup Kkrusial
mengingat administrasi juga sebagai fondasi utama dalam keberhasilan atau
kegagalan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A
Tembilahan. Administrasi tidak hanya sekedar urusab pencatatan di atas kertas
saja melainkan sebagai sistem penggerak yang menentukan pemenuhan hak-hak
warga binaan pemasyarakatan serta kelancaran program pembinaan kepada
narapidana baik pembinaan kepribadian mauapun pembinaan mandiri.

Adapun pengaruh dari permasalahan administrasi ini terhadap pelaksanaan
pembinaan adalah berkaitan dengan ketepatan pendataan pemenuhan hak
bersyarat warga binaan seperti asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
Jika aspek administrasi mengalami hambatan maka akan mempengaruhi
psikologis dari narapidana seperti munculnya rasa frustasi dan menurunkan minat
mereka terhadap partisipasi dalam kegiatan pembinaan di lembaga

pemasyarakatan.

59



duepu)-suepu) Bunpuiiy idi) yeH

NSRIPU] WRIS] SE)ISIIAT)

!

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I1A Tembilahan secara umum sudah berjalan sesuai
dengan mekanisme dan aturan yang ada. Pada dasarnya, pelaksanaan
pembinaan yang dilakukan untuk narapidana tidak memiliki perbedaan
antara narapidana yang baru masuk ataupun narapidana residivis.

Pelaksanaan pembinaan tetap diikuti oleh seluruh warga binaan
pemasyarakatan tanpa terkecuali dengan mendapatkan pembinaan yang
setara tanpa ada perbedaan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan meliputi pembinaan kepribadian
yang berkaitan dengan spiritual dan pembinaan kemandirian yang berkaitan
dengan keterampilan. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan
keagamaan dengan berbagai macam kegiatan seperti mengikuti kegiatan
kebaktian, kegiatan pesantren dan kegiatan keagamaan lainnya. Pembinaan
mandiri berkaitan dengan pembinaan keterampilan yang dimiliki oleh
narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan pembinaan
keterampilan meliputi pembinaan keterampilan berkaitan dengan
pertukangan, pertanian, peternakan dan kerajinan.

Secara umum, pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkotika di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah berjalan dengan baik,
namun hal tersebut juga memiliki hambatan. Adapun hambatan dalam

pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkotika di Lembaga
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Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu kelebihan kapasitas yang
berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana
residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1IA Tembilahan,
keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang dengan narapidana yang
melebihi kapasitas, faktor lingkungan dan ekonomi yang membuat
narapidana yang sebelumnya dinyatakan telah bebas kembali melakukan
tindak pidana dan kembali masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan,
karakteristik narapidana residivis narkotika yang cenderung resisten karena
sebelumnya telah mengetahui bagaimana kondisi pembinaan dan cenderung
menurunkan minat nya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan terakhir adalah
permasalahan administrasi.

Namun secara umum, hambatan-hambatan tersebut tidak membuat
pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan terhenti atau tidak berjalan sama
sekali. Pengaruhnya terletak pada efektivitas dari pembinaan itu sendiri bagi

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tembilahan.
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